


7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258);  

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian 

Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 

Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3410);  

9. Peraturan Pemerintah N omor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);  

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 

Keputusan Presiden;  

12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;  

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Daerah Tingkat I dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;  

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;  

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Jalan;  

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;  

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;  

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang 

Komponen penetapan tarif Retribusi;  

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 

Tahun Menetapkan 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

La1u Lintas dan Angkutan Ja1an Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.  

 

 

 

 



n. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu 

sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.  

o. Kereta tempelen adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian 

bebannya ditumpu oleh kendaraan peneariknya.  

p. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk dipergunakan oleh umumdengan dipungut bayaran.  

q. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis 

mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan 

khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang 

dioperasikan di jalan.  

r. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 

dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta 

gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka 

pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.  

s. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 

secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.  

t.  Uji ulang adalah pengujian kembali motor yang tidak lulus uji.  

u. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku 

yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap 

kendaraan wajib uji.  

v. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan 

plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala 

yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.  

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha 

Tetap serta Bentuk Badan U saha lainnya;  

x. Retribusi jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.  

y. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat 

disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian 

kendraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  

z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau 

menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.  

aa. Masa retribusi adalah jangka waktu tetentu yang merupakan jangka 

waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi 



Pasal 6 

 

(1)  Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 ayat (I) Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permohonan pemilik 

kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat 

sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan 

diuji.  

(2)  Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (I) 

Pasal ini, hams sudah diajukan paling lambat I (satu) bulan sebelum 

masa berakhimya uji berkala unutk yang pertama kali, dan 7 (tujuh) 

hari sebelum berakhimya uji berkala kedua dan seterusnya untuk 

dijadwalkan waktu pengujian.  

(3)  Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan dinyatakan lulus uji, 

diberikan bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda 

samping.  

(4)  Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian 

kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubemur.  

 

Pasal 7 

 

(1)  Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal5 

ayat (I) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian 

kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar 

retribusi.  

(2)  Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan 

dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya.  

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT 

 

Pasal 8 

 

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas 

frekwensi pengujian kendaraan bermotor. 

 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 9 

 

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan 








